KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR g /PK/2019

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL DALAM
PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

TAHAP II

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemotongan lebih bayar
Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang
Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun
Anggaran 20109,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019
tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi
Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1149);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Haslil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN ATAS LEBIH BAYAR DANA
BAGI HASIL DALAM PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI
HASIL TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP II



Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase
tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak
adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Cukai Hasil Tembakau
(CHT).

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut
DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan
sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara,
perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas
bumi, dan pengusahaan panas bumi.

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut
Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang
dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara
dengan DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang
dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara
pada satu tahun anggaran tertentu.

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih
Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung
berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan
DBH yang telah disalurkan ke daerah atau DBH yang dihitung
berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu
tahun anggaran tertentu.

Pasal 2

(1) Sisa lebih bayar sampai dengan Tahun 2017 yang belum

diselesaikan pemotongannya adalah sebesar
Rp11.455.980.579.883,00 (sebelas triliun empat ratus lima
puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus
tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga
rupiah).

(2) Sisa Lebih Bayar DBH sebagaimana ayat (1) terdiri atas:

a. Lebih Bayar DBH Pajak sebesar Rp2.006.868.969.359,00
(dua triliun enam miliar delapan ratus enam puluh delapan
juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus
lima puluh sembilan rupiah)

b. Lebih Bayar DBH SDA sebesar Rp.9.449.111.610.524,00
(sembilan triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar



- -

seratus sebelas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua
puluh empat rupiah)

Pasal 3

(1) Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap penyaluran
Kurang Bayar DBH Triwulan IV pada Tahun Anggaran 2019
dengan mempertimbangkan besarnya pagu alokasi, Lebih
Bayar DBH dan ruang fiskal daerah yang bersangkutan.

(2) Ruang fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dihitung berdasarkan selisih alokasi Transfer ke Daerah Tahun
Anggaran 2019 yang penggunaannya bersifat umum (KB DBH,
DBH, DAU, DID) dan PAD dengan belanja APBD Tahun
Anggaran 2019 yang bersifat wajib (Belanja Pegawai, Belanja
Bunga, Belanja Bagi Hasil, Alokasi Dana Desa, dan 25%
Belanja Modal/DTU).

Pasal 4

(1) Lebih Bayar DBH yang diperhitungkan dengan cara
pemotongan terhadap penyaluran Kurang Bayar DBH pada
Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah
sebesar Rp5.444.080.055.399,00 (lima triliun empat ratus
empat puluh empat miliar delapan puluh juta lima puluh lima
ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(2) Pemotongan Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan pemotongan Lebih Bayar DBH Tahap II Tahun
Anggaran 2019.

(3) Lebih Bayar DBH sebagaimana ayat (1) terdiri atas:

a. Lebih Bayar DBH Pajak sebesar Rp995.629.532.800,00
(sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua
puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan
ratus rupiah);

b. Lebih Bayar DBH SDA sebesar Rp4.448.450.522.599,00
(empat triliun empat ratus empat puluh delapan miliar
empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu
lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Sisa Lebih Bayar DBH setelah memperhitungkan pemotongan
terhadap penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun 2019
sebagaimana Pasal 4 adalah sebesar Rp6.011.900.524.484,00
(enam triliun sebelas miliar sembilan ratus juta lima ratus dua
puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) akan
diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.



Pasal 6
Ketentuan mengenai:

a. rincian pemotongan Lebih Bayar DBH melalui penyaluran
Kurang Bayar DBH pada tahap II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) menurut daerah
provinsi/kabupaten/kota;

b. rincian Kurang Bayar DBH yang dipotong dalam rangka
penyelesaian pemotongan Lebih Bayar DBH pada tahap II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menurut
daerah provinsi/kabupaten/kota; dan

c. rincian sisa Lebih Bayar DBH yang belum terselesaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menurut daerah
provinsi/kabupaten/kota,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan ini.

Pasal 7

Rincian Lebih Bayar DBH dan rincian Kurang Bayar DBH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh:

(1) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer
ke Daerah dan Dana Desa untuk memperhitungkan
pemotongan Lebih Bayar DBH dalam penyaluran Anggaran
Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2019; dan

(2) Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan penerimaan
DBH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Nomor 5/PK/2019
tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun
Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Movember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

/

@ ASTERA PRIMANTO BHAKTIF



